BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kasus yang dialami oleh Meity Leong sebagai
Pengggugat dan PT Bank Mega sebagai Tergugat bahwa kasus tersebut
Majelis Hakim melakukan pertimbangan dalam menerima perkara
Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 yang dimana
atas dasar adanya tekanan psikilogis yang diterima oleh Penggugat
karena mendapatkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan karena
sangat tidak sopan dan kotor yang mengakibatkan kerugian Materil dan
kerugian Immateril.

Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat untuk mencari Nurfani
karena adanya kesalahan kartu kredit, maka majelis hakim dalam
eksepsinya menyatakan bahwa gugatan ini Gugatan Kurang Pihak
karena tidak menarik Nurfani sebagai pihak dikarenakan Penggugat
tidak mempunyai permasalahan hukum dengan Nurfani, dalam Hukum
Acara Perdata Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya
dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai
Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim.

Terdapat Gugatan Kurang Pihak juga pada Supriyanto sebagali
Penggugat dan PT. Bank BRI Kantor cabang Rimbo Bujang, yang
dimana Perjanian Kredit antara Penggugat dan Tergugat adalah

perjanjian Notaril yang dibuat di hadapan Notaris Gunardi,S.H.,M.Kn
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Nomor 715 pada Senin Tanggal 20 Agustus 2018 dan dokumen
pengikatan dipasang Hak Tanggungan ke BPN Kabupaten Tebo.
Seharusnya Penggugat menyertakan Notaris Gunardi,S.H.,M.Kn dan
BPN Kabupaten Tebo sebagai pihak untuk menjelaskan alur
penandatanganan kredit sejak awal sampai pinjaman dilakukan
Restrukturisasi, serta membuktikan bahwa penggugat sudah melakukan
penandatanganan Hak Tanggungan yang terdaftar di BPN Kabupaten

Tebo.

. SARAN

Dari kedua kasus diatas tidak melakukan adanya itikad baik
untuk menyelesaikan perkara ini. Pada pasal 1338 KUHPerdata setiap
perjanjian dan persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik.
Dan apabila bermasalah dengan kartu kredit maka sebaiknya untuk
memenuhi pembayaran kredit tersebut agar tidak adanya ancaman bagi
orang sekitar dan serta Kepastian Hukum yang diatur dalam UUD 1945
Pasal 28 huruf d ayat 1 yang mana harus adil dalam setiap perlakuan

yang sama di hadapan hukum.
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